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peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber
Daya Manusia Polri merupakan salah satu
hal yang sangat essensial dan mendasar.
Menyadari bahwa secara faktual kinerja
anggota Polri sudah dilaksanakan dengan
baik, namun masih perlu adanya suatu sis-
tem pemandu dalam pelaksanaannya se-
hingga arah prioritas dan sasaran tugas da-
lam pelaksanaan operasional senantiasa
berorientasi pada kinerja dan pelaksanaan
tugas-tugas pokok Polri.

Tuntutan masyarakat terhadap efekti-
vitas aparatur perlu mendapatkan perhatian
yang serius bagi semua kalangan yang ber-
kompeten dalam pelayanan masyarakat, ka-
rena mau tidak mau, akan menjadi tanta-
ngan dalam menghadapi era globalisasi
yang sangat memerlukan berbagai keahlian,
baik keahlian manajerial maupun kemam-
puan teknikal, serta kemampuan dan kema-
uan kepemimpinan yang berorientasi me-
ngutamakan kepentingan warganya.

Untuk itu menumbuhkan dinamika
pelaksana dan pelaksanaan tugas, Satuan
Intelkam Polres Kuansing telah merumus-
kan sebuah konsep pemikiran tentang Stan-
dar Operasional Prosedur (SOP) yang me-
rupakan fallow up dari PP No 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Standart operasional
prosedur (SOP) Satuan Intelkam Polres
Kuansing adalah pedoman atau acuan un-
tuk melaksanakan pekerjaan pada Satuan
Intelkam Polres Kuansing yang membida-
ngi bidang tugas keamanan dan akan dijadi-
kan sebagai alat penilaian kinerja berdasar-
kan indikator-indikator teknis, administra-
tif dan prosedural sesuai dengan tata kerja,
prosedur kerja dan system kerja pada Satu-
an Intelkam Polres Kuansing. Tujuan SOP
ini adalah untuk menciptakan komitmen
mengenai apa yang harus dikerjakan oleh
unit pada Satuan Intelkam Polres Kuansing
sehingga  dapat terwujudnya  good
governance.

Penyusunan Standar Operasional Pro-
sedur (SOP) Satuan Operasional Satuan
Intelkam Polres Kuansing ini, dimaksudkan
untuk dapat dijadikan sebagai pedoman
kerja dan akan dijadikan sebagai alat pe-

nilaian kerja sehingga di harapkan pelak-
sanaan tugas dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien serta memperoleh hasil
sesuai dengan target yang telah dirumus-
kan. Penyusunan Standar Operasional Pro-
sedur (SOP) Satuan Intelkam Polres Kuan-
sing ini, bertujuan agar tercipta keseraga-
man dan persamaan persepsi serta komit-
men mengenai apa yang harus dikerjakan
oleh unit opsnal / seluruh anggota yang ada
pada Satuan Intelkam Polres Kuansing.

Penyelenggaraan pelayanan surat me-
nyurat tersebut dilakukan lembaga kepoli-
sian di tingkat kabupaten/kota telah diatur
oleh UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Salah satu penyelengga-
raan pelayanan surat menyurat di Polres
Kuansing yaitu pelayanan permohonan
pembuatan Surat Keterangan Catatan Ke-
polisian atau biasa disingkat SKCK. Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) se-
belumnya dikenal sebagai surat keterangan
kelakuan baik (SKKB) adalah surat kete-
rangan yang diterbitkan oleh Kepolisian
Republik Indonesia yang berisikan catatan
kejahatan seseorang. SKCK diterbitkan
kepolisian melalui fungsi dari tugas satuan
intelijen dan keamanan.

Dengan adanya Satuan Intelkam
Polres Kuansing diharapkan dapat pelaya-
nan publik lebih efektif, terwujudnya pela-
yanan yang baik dan memuaskan pelang-
gan/masyarakat di Kabupaten Kuantan
Singingi.

Dalam rangka pelayanan kepada ma-
syarakat dalam menerbitkan Surat Ketera-
ngan Catatan Kepolisian (SKCK), pada pe-
laksanaannya telah diberlakukan pungutan
setiap diterbitkannya Surat Keterangan Ca-
tatan Kepolisian (SKCK). Biaya pelayanan
pembuatan SKCK selanjutnya dimasukkan
kedalam PNBP mulai dari tingkat Polsek,
maupun Polres. Untuk itu sebagai bidang
administrasi khususnya dalam bidang pela-
yanan harus mampu memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan
akurat.

Pelayanan yang diterima oleh masya-
rakat juga sangat menuntut efektivitas
yang diberikan aparat kepolisian. Efektivi-
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tas pelayanan merupakan salah satu masa-
lah yang perlu mendapatkan perhatian seri-
us oleh aparatur Kepolisian. Karena ideal-
nya birokrasi pelayanan merupakan suatu
sistem yang dibuat untuk memudahkan ma-
syarakat dalam pengurusan. Sehubungan
dengan itu, maka pertanyaan penelitiaanya
adalah bagaimana efektivitas pelayanan
publik yang diberikan Satuan Intelkam
Polres Kuantan Singingi.

Kurniawan (2005) mendefinisikan
efektivitas adalah kemampuan melaksana-
kan tugas, fungsi (operasi kegiatan program
atau misi) dari pada suatu organisasi atau
sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau
ketegangan diantara pelaksanaannya. Me-
nurut pendapat Mahmudi (2005) “Efekti-
vitas merupakan hubungan antara output
dengan tujuan, semakin besar kontribusi
(sumbangan) output terhadap pencapaian
tujuan, maka semakin efektif organisasi,
program atau kegiatan”. Pendapat tersebut
diatas juga dapat didukung oleh Mardiasmo
(2002) yang mengatakan bahwa efektivitas
merupakan tingkat pencapaian hasil prog-
ram dengan target yang ditetapkan, secara
sederhana efektivitas merupakan perbandi-
ngan outcome dengan output. Dengan kata
lain efektivitas adalah ukuran berhasil ti-
daknya suatu organisasi mencapai tujuan-
nya.

Menurut Moenir (2004) pelayanan
yang efektif adalah pelayanan yang dibe-
rikan dengan mudah, pelayanan yang dibe-
rikan dengan wajar, perlakuan yang sama
dan jujur. Menurut Hasibuan (2005) Pela-
yanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan
landasan faktor material melalui system,
prosedur dan metode tertentu dalam rangka
usaha memenuhi kepentingan orang lain
sesuai dengan haknya.

Menurut Hardiyansyah (2011) me-
ngatakan standar pelayanan prima terdiri
dari beberapa komponen :

a. Visi pelayanan

b. Misi pelayanan

c. Produk pelayanan yang diberikan
d. Konsumen yang dilayani

e. Prosedur pelayanan

f. Pengendalian kualitas

Penelitian ini bertujuan untuk me-
ngetahui efektivitas pelayanan publik pada
Satuan Intelkam Polres Kuantan Singingi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah pendekatan
Deskriptip Kualitatif. Informan dalam pe-
nelitian ini adalah Kasat Intelkam Polres
Kuantan  Singingi, Petugas  SKCK,
Kaurmintu Sat Intelkam Polres Kuantan
Singingi serta beberapa masyarakat yang
sedang mengurus SKCK. dengan metode
pengambil informan menggunakan
Snowballing sampling Teknik pengum-
pulan data adalah observasi, wawancara
dan dokumentasi. Tehnik analisis melalui
reduksi data, model data / penyajian data
dan penarikan / verifikasi kesimpulan.

HASIL

Kemudahan
Berdasarkan wawancara 13 november

2018 dengan masyarakat yang mengurus

SKCK yaitu dengan Bapak Bayu menga-

takan:
“besarnya biaya yang harus dike-
luarkan bagi masyarakat relatif ter-
Jjangkau menurut saya karena sesuai
dengan penggunaannya.Kami tidak
akan mempermasalahkan biayanya
berapa tetapi kami menginginkan pe-
layanan yang kami terima sesuai de-
ngan apa yang kami keluarkan. Me-
nurut Ibu Sulastri yaitu biayanya ma-
hal sedangkan untuk mengurus surat-
surat lain biasanya sudah gratis mi-
salnya KK, KTP dan Akta Kelahiran,
kalau bisa digratiskan saja. Maklum-
lah apa-apa sekarang semuanya ma-
hal, untuk orang seperti saya uang itu
bisa untuk membeli lauk sehari. Se-
dangkan menurut Bapak Indra yaitu
biaya yang kami keluarkan tidak
menjadi soal apabila SKCK nya bisa
selesai dengan cepat sehingga kami
tidak bolak balik kesini. Karena per-
cuma harganya murah tetapi lama
dalam penyelesaiannnya, kami me-
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nginginkan hal-hal yang seperti itu.
Menurut Bapak Firman yaitu, biaya-
nya mahal saya pikir tadi gratis se-
perti mengurus surat-surat lainnya,
tetapi kalau memang itu untuk pema-
sukan negara apa boleh buat kami
tidak akan mempermasalahkannya,
toh katanya sama pun se Indonesia
Raya ini. Sedangkan menurut Ibu
Fitriani yaitu, kami merasa mahal
dengan mengeluarkan uang segitu
apalgi ditambah dengan biaya kami
kesini dari rumah, waktu seharian
yvang kami habiskan untuk meleng-
kapi berkas-berkasnya, jika berkas-
nya lengkap dan tidak bolak-balik
mungkin terasa agak biasa tapi ka-
rena bolak balik jauh pula terasa
capeknya, kalau memang harganya
seperti itu tolonglah lengkapi sarana
dan prasananya, setidaknya disini
ada fotocopy yang dekat dan diarea
kantor ini juga.

Jadi, berdasarkan dari penjelasan ter-
sebut maka dapat diketahui bahwa sudah
adanya kemudahan yang diberikan dalam
penerbitan SKCK kepada masyarakat de-
ngan persyaratan yang lebih sederhana dan
tidak rumit khususnya untuk perpanjangan,
namun bagi masyarakat yang membuat ba-
ru memang harus mendapatkan sidik jari
terlebih dahulu.

Kewajaran
Berdasarkan wawancara tanggal 13
november 2018 dengan masyarakat yang
sedang mengurus SKCK menurut Bapak
Bayu yaitu:
“Biasa saja, namun kadang petugas-
nya bersuara keras dalam membe-
rikan penjelasan kepada masyarakat
dan itu mungkin karena masyarakat
bertanya berulang-ulang sedangkan
yvang harus dilayani banyak, petugas-
nya sendiri, ya wajarlah. Menurut
Ibu Sulastri, mungkin bawaan Bapak
petugasnya galak walaupun sedang
mengucapkan sabar ya buk, hal ini
mungkin menakutkan bagi sebagian

masyarakat. Sangat jarang terlihat
senyuman diwajahnya. Sedangkan
menurut Bapak Indra yaitu tindakan
petugasnya biasa saja sama seperti
tempat pelayanan pada pemerintahan
pada umumnya jadi maklumi saja.
Menurut Bapak Firman yaitu, petu-
gasnya galak, atau mungkin hanya
karena perawakannya yang seperti
itu, karena beliau sendiri kami yang
beliau hadapi banyak, jadi bisa saja
emosi yang timbul karena pertanya-
an-pertanyaan dari kami. Dan menu-
rut ibu Fitriani yaitu, petugasnya
sangat dingin dan pendiam kalau
kami bertanya hanya terdengar jawa-
ban, hmmm, iyaaah, dan salah se-
dangkan kami sudah bertanya pan-
jang dan lebar agar kami nantinya
tidak mengulang pertanyaan yang
sama lagi membuat petugasnya jadi
bosan. Padahal kami menginginkan
petugas yang bersahabat dengan
kami sebagai masyarakat, agar kami
tidak merasa takut untuk datang
kekantor polisi ini.

Rendahnya tingkat kewajaran yang
diberikan petugas SKCK kepada masya-
rakat dalam rangka pelayanan penerbitan
SKCK pada Sat Intelkam Polres Kuantan
Singingi, dengan mengetahui bahwa dirasa-
kan petugas SKCK sangat kurang dalam
hal memberikan suatu pelayanan sehingga
pelayanan yang diberikan selalu tidak efek-
tif dan maksimal dalam arti sepenuhnya
pelayanan yang diberikan masih belum
optimal.

Perlakuan Yang Sama
Menurut masyarakat yang sedang
mengurus SKCK pada saat wawancara
tanggal 13 November 2018 yaitu Bapak
Bayu mengatakan :
“kantornya menerapkan pelayanan
yvang sistematis sehingga memudah-
kan kami dalam pengurusan apalagi
vang pertama kali mengurusnya.
Kami tidak kebingungan bagaimana
cara dan apa yang harus kami






